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 Penelitian hukum diawali dengan adanya permasalahan hukum di 
masyarakat. Melalui penelitian hukum masalah tersebut dapat dipecahkan melalui 
kajian-kajian hukum yang mendalam. Penelitian hukum juga dapat memberi 
gagasan baru dalam perkembangan ilmu hukum dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan di masa mendatang. Dalam hal ini penelitian hukum yang 
dilakukan oleh penulis dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang dijadikan dalam 
bentuk skripsi. Penulisan skripsi yang berjudul “Pembaruan Hukum Pemilu 
Melalui Pembentukan Peradilan Pemilu” merupakan suatu bentuk karya ilmiah 
yang dilakukan penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Ilmu Hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.  
 Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan memberi pandangan masa 
mendatang mengenai hukum pemilu di Indonesia. Hukum Pemilu yang masuk 
dalam rumpun Hukum Tata Negara senantiasa selalu berkembang oleh karena itu 
mengingat akan kebutuhan perkembangn tersebut makan hukum pemilu harus 
senantiasa mengikutinya. Salah satu cara penyesuaian dalam mengikuti 
perkembangan jaman adalah diperbarui. Dengan hukum pemilu yang diperbarui 
lewat badan peradilan khusus pemilu maka masa mendatang hukum pemilu 
menjadi semakin ideal guna kepentingan luas masyarakat Indonesia 




BAB I – Pendahuluan 
Pada Bab ini penulis akan memaparkan secara umum mengenai permasalahan 
yang akan diangkat dalam skripsi ini. 
 
BAB II – Kajian Teori dan Analisis 
 Pada bab dua  ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka, 
hasil peneltian, dan analisis, yang didalamnya terdiri atas pembaruan hukum 
pemilu, alasan-alasan (filsofis, sosiologis, dan yuridis) mengapa diperlukan 
adanya badan peradilan pemilu, badan peradilan pemilu masa mendatang, dan 
peluang adanya kehadiran peradilan pemilu di Indonesia. 
 
BAB III – Penutup 
 Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan yang 
diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari 
kesimpulan tersebut. 
 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, 
dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati 
menerima kritik dan saran dari seluruh pihak. Semoga tulisan skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang, khususnya 
dibidang Hukum Pemilu 
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Pemilu adalah bagian penting dalam sistem demokrasi. Pemilu yang 
diselenggarkan rutin untuk proses pergantian rezim atau penguasa baik dalam 
eksekutif atau legislatif. Di dalam proses pemilu pada akhirnya berakhir sering 
terjadi sengketa pemilu. Sengketa yang terjadi menghambat proses pemilu dan 
menghambat juga sistem demokrasi yang berdampak luas. Kewenangan 
menangani sengketa hasil pemilu yang selama ini dimiliki oleh Mahkamah 
Konstitusi pada faktanya tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak 
sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya. Peradilan khusus 
pemilu memberikan ruang atau tempat bagi berbagai pihak untuk mencari 
keadilan dan Hak Asasi Manusia terkait dengan pemilu yang terjadi. Dengan 
adanya peradilan pemilu maka jaminan akan sistem pemilu yang ideal akan 
tercapai dan merupakan suatu gerakan pembaruan hukum yang menjadi 
kebutuhan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 
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